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ABSTRAK 
 
Kejahatan merupakan prilaku dan perbuatan manusia yang di lakukan pada 
orang lain atau pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang pada prinsipnya 
mengutungkan bagi yang melakukannya kejahatan. Indonesia merupakan salah satu negara 
yang cukup terbuka menjadi sasaran pemutihan uang, dalam tindak pidana pencucian uang 
terdapat lembaga khusus yang berfungsi sebagai perantara untuk memberikan data 
transaksi mencurigakan kepada aparat penyidik yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK). Penelitian hukum ini mengunakan metode penelitian empiris, Dalam 
konsep ini anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui 
penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau 
dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai 
oleh pelaku atau organisasikejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat 
menurunkantingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untukmenjamin kepastian 
hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusurandan pengembalian harta kekayaan 
hasil tindak pidana. faktor penghambat penegak hukum dalam perkara tindak pidana 
pencucian uang di Indonesia yaitu belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak 
hukum tentang tindak pidana pencucian uang, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi semakin mempersulit deteksi pencucian uang dan ketidakpatuhan penyedia jasa 
keuangan dalam mendukung rezim anti-pencucian uang. 
 
Kata Kunci : Pencucian Uang dan Penegakan Hukum 
 
ABSTRACT 
 
Crime is human behavior and actions that are done on other people or parties or institutions 
in principle for those who do evil. Indonesia is one of the countries that is open enough to be 
the target of money laundering, in the crime of money laundering there is a special 
institution that functions as an intermediary to provide suspicious transaction data to the 
investigating apparatus, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). This 
legal research uses empirical research methods. In this concept, anti-money laundering, the 
perpetrators and the proceeds of crime can be found through tracing for further deprivation 
of the proceeds of crime for the state or returned to those entitled. If the assets resulting 
from a criminal offense that is controlled by the perpetrator or an organization of crime can 
be confiscated or seized, it can automatically reduce the crime rate. For this reason, efforts 
to prevent and eradicate the crime of money laundering require a strong legal basis to 
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ensure legal certainty, the effectiveness of law enforcement and tracking and the return of 
assets resulting from criminal acts. inhibiting factors for law enforcers in the case of money 
laundering in Indonesia, which have not yet achieved the same understanding of law 
enforcement officials about money laundering, the rapid progress of science and technology 
makes it increasingly difficult to detect money laundering and non-compliance with financial 
service providers in supporting anti-money laundering regimes. 
 
Keywords: Money Laundering and Law Enforcement 
 
PENDAHULUAN 
Era Globalisasi sekarang ini dan 
zaman yang semakin berkembang dan 
maju, membawa pengaruh terhadap 
perkembangan diberbagai sektor baik 
dibidang politik, ekonomi, sosial 
budaya, salah satu yang turut 
berkembang dengan pesat adalah 
masalah kriminalitas.Tanpa disadari 
dengan melalui kemajuan teknologi 
kejahatan sudah semakin berkembang 
pada tingkat Transnasional, yang 
nampak tidak lagi menghiraukan 
batasan-batasan teritorial dari suatu 
Negara, bahkan tanpak bentuk 
kejahatan tersebut semakin canggih 
dan sangat terorganisir, sehingga 
sangat sulit diketahui. Para pelaku 
kejahatan selalu menyiasati 
kejahatannya melalui berbagai cara, 
yang salah satu caranya adalah dengan 
melakukan suatu kejahatan Pencucian 
Uang (Money Laundering).  
Kejahatan merupakan prilaku 
dan perbuatan manusia yang di lakukan 
pada orang lain atau pihak-pihak atau 
lembaga-lembaga yang pada prinsipnya 
mengutungkan bagi yang 
melakukannya kejahatan. Indonesia 
merupakan salah satu negara yang 
cukup terbuka menjadi sasaran 
pemutihan uang, karena di Indonesia 
terdapat faktor–faktor potensial sebagai 
daya tarik bagi pelaku money 
laundering, gabungan antara 
kelemahan sistem sosial dan celah-
celah hukum dalam sistem keuangan 
antara lain sistem devisa bebas, tidak 
diusutnya asal-usul yang ditanamkan 
dan perkembanganya pasar modal, 
pedagang valuta asing dan jaringan 
perbankan yang telah meluas ke luar 
negeri. Melihat besarnya dampak yang 
ditimbulkannya terhadap stabilitas 
pekonomian negara, maka sejumlah 
negara telah menetapkan aturan yang 
cukup ketat guna mengungkap money 
laundering. 
Indonesia termasuk surga bagi 
para pelaku kejahatan sebagaitempat 
untuk pencucian uang hasil kejahatan, 
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uang dari hasil kejahatanyang dicuci 
tersebut biasanya berasal dari 
kejahatan kerah putih (whitecoller 
crime). Di Indonesia uang hasil 
kejahatan tersebut terutamadiperoleh 
dari tindak pidana korupsi, sehingga 
dapat dikatakan bahwakejahatan yang 
dominan dalam tindak pidana 
pencucian uang adalahuang hasil tindak 
pidana korupsi. 1  Zaman semakin 
berkembang dan maju, membuat 
tindak kejahatan atau tindak pidana 
yang dilakukan oleh seseorang juga 
semakin dinamis.Seperti beberapa 
tahun terakhir ini, sering kita 
mendengar dalam pemberitaan media 
televisi maupun media elektronik 
mengenai tindak pidana pencucian 
uang yang dilakukan oleh pejabat-
pejabat negara atau biasa disebut 
dengan penjahat kerah putih (white 
collar crime). 2 Melihat keadaan yang 
akhir-akhir ini sering kita lihat dan 
dengar, mungkin sudah tidak asing lagi 
dengan kasus Pencucian Uang yang 
beberapa tahun terakhir ini menjadi 
bahan pembicaraan di berbagai media 
di negara kita.Mengenai pengertian 
pencucian uang, yang dimaksud 
                                                          
1 Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian 
Uang, Jakarta : Cv Ayyccs Group, 2006, hlm 5 
2 ibid, hlm 1 
dengan pencucian uang (money 
laundering) itu sendiri adalah suatu 
upaya perbuatan untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul uang/dana atau Harta 
Kekayaan hasil tindak pidana melalui 
berbagai transaksi keuangan agar uang 
atau harta kekayaan tersebut tampak 
seolah-olah berasal dari kegiatan yang 
sah/legal.3 
Pada umumnya pelaku tindak 
pidana berusaha menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul Harta Kekayaan 
yang merupakan hasil dari tindak 
pidana dengan berbagai cara agar 
Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit 
ditelusuri oleh aparat penegak hukum 
sehingga dengan leluasa 
memanfaatkan Harta Kekayaan 
tersebut baik untuk kegiatan yang sah 
maupun tidak sah. Oleh karena itu, 
tindak pidana Pencucian Uang tidak 
hanya mengancam stabilitas dan 
integritas sistem perekonomian dan 
sistem keuangan, melainkan juga dapat 
membahayakan sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara berdasarkan Pancasila dan 
                                                          
3 http://pembaharuan-
hukum.blogspot.com/2009/02/pencucian-uang-
sebagai-kejahatan, Diakses melalui internet 
pada tanggal 08 Januari 2019, pukul 17.38 
WIB. 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.4 
Dalam tindak pidana pencucian 
uang terkait dua tindak pidana, 
yaitukejahatan menghasilkan uang 
haram dan pencucian uang haram. 
Kualifikasitindak pidana pencucian uang 
dirumuskan sebagai penempatan 
hartakekayaan yang diketahuinya atau 
patut diduganya merupakan hasil 
tindakpidana ke dalam penyedia jasa 
keuangan maupun yang lainnya, baik 
atasnama sendiri atau atas nama orang 
lain. Berdasarkan ketentuan ini 
makaadanya perbuatan korupsi tidak 
perlu dibuktikan terlebih dahulu, 
cukupkalau ada pengetahuan atau 
dugaan bahwa uang haram tersebut 
berasal dariperbuatan korupsi, yaitu 
bila sudah terdapat bukti permulaan 
yang cukup.5 
Struktur Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
dimulai dari Kepala PPATK, Wakil 
Kepala PPATK, Sekretaris Utama 
PPATK, Deputi Bidang Pencegahan 
                                                          
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_
uang, Diakses melalui internet pada tanggal 07 
Januari  2019, pukul  09.32 WIB. 
5 http://pembaharuan-
hukum.blogspot.com/2009/02/pencucian-uang-
sebagai-kejahatan, Diakses melalui internet 
pada tanggal 07 Januari  2019, pukul 10.29 
WIB. 
PPATK, Deputi Bidang Pemberantasan 
PPATK. Tiap-tiap bidang tersebut 
mempunyai Tujuan, fungsi, dan 
wewenang dalam memberantas para 
pelaku tindak pidana pencucian uang 
yang ada di Indonesia. 
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan Dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi 
: 
a. korupsi; 
b. di bidang perasuransia  
c. narkotika;   
d. psikotropika; 
e. penyelundupan tenaga kerja 
f. penyelundupan migran 
g. di bidang perbankan; 
h. di bidang pasar modal; 
i. di bidang perasuransian 
j. kepabeanan; 
k. cukai; 
l. perdagangan orang; 
m. perdagangan senjata gelap 
n. terorisme; 
o. penculikan; 
p. pencurian; 
q. penggelapan; 
r. penipuan; 
s. pemalsuan uang; 
t. perjudian; 
u. prostitusi; 
v. di bidang perpajakan; 
w. di bidang kehutanan; 
x. di bidang lingkungan hidup; 
y. di bidang kelautan dan 
perikanan; atau 
z. tindak pidana lain yang 
diancam dengan pidana 
penjara 4 (empat) tahun 
atau lebih,yang dilakukan di 
wilayah Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia atau di 
luar wilayah Negara 
KesatuanRepublik Indonesia 
dan tindak pidana tersebut 
jugamerupakan tindak 
pidana menurut hukum 
Indonesia.6 
Tindak Pidana Pencucian uang 
sebagai suatu kejahatan mempunyai 
ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini 
bukan merupakan kejahatan tunggal 
tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana 
pencucian uang tidak berdiri sendiri 
karena harta kekayaan yang 
ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan 
dengan cara integrasi itu diperoleh dari 
tindak pidana, berarti sudah ada tindak 
pidana lain yang mendahuluinya 
(predicate crime).7 
Kasus Wa Ode Nurhayati selaku 
Anggota Badan Anggaran DPRRI, Pada 
tanggal 9 Oktober 2011 Komisi 
Pemberantasan Korupsi telah menerima 
Laporan Hasil Analisa yang dilakukan 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK)  terkait transaksi 
mencurigakan milikanggota Badan 
Anggaran (Banggar) DPR. Pada 
Tanggal 9 Desember 2011Komisi 
                                                          
6Patrialis Akbar, Tindak Pidana Pencucian 
Uang(Nomor 8 Tahun 2010) Tentang 
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, Jakarta : PT Bumi  Aksara, 
2014, hlm 4. 
7 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian 
Uang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 
182 
Pemberantasan Korupsi tetapkan Wa 
Ode Nurhayati tersangkakasus dugaan 
korupsi pembahasan anggaran tahun 
2011 tentang Dana Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur Daerah 
(PPID). Anggota BadanAnggaran DPR 
dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan 
diduga menerima dana dari Haris 
sebesar Rp 6 miliar, komisi atau pelicin 
untuk proyek Rp40 milair di 3 
kabupaten di Aceh, yakni Aceh Besar, 
Bener Meriah, sertaPidie Jaya. 
Wa Ode dijerat Pasal 12 a dan b, 
dan atau Pasal 5 ayat 2 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2001Perubahan Atas Undang-
UndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi 
dan atau Pasal 11 Undang-undang 
Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak 
Pidana Korupsi.8 
Dari kasus diatas dapat dilihat 
bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi saling 
berkerjasama dalam melakukan suatu 
perkaran pencucian uang dalam bentuk 
pidana asalnya yaitu korupsi. 
                                                          
8  
http://www.tribunnews.com/nasional/2012/01/
27/kronologi-awal-kasus-hingga-wa-ode-
ditahan, Diakses melalui internet pada tanggal 
09 Januari  2019, pukul 03.44 WIB 
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Berdasarkan apa yang telah 
diuraikan diatas, penulis merasa tertarik 
untuk mengkaji lebih dalam tentang 
“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum 
Terhadap Kejahatan Tindak Pidana 
Pencucian Uang Menurut Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 
(Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian 
Uang di Pengadilan Negeri Bengkulu)”. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum ini 
mengunakan metode penelitian empiris, 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan dengan melihat 
Undang-undang yang berlaku di 
Indonesia dan Suatu fakta atau kasus 
yang dimana dilakukan penulis dan 
pengambilan data dilakukan dengan 
cara Survei, observasi, wawancara pada 
pihak yang terkait dan dokumen tasi 
data yang ada. Penelitian ini termasuk 
data penelitian lapangan.9  
 
PEMBAHASAN 
Penegakan Hukum Terhadap 
Tindak Pidana Pencucian Uang 
Menurut Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan Dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang 
                                                          
9 Taufik Abdullah dan M. Rusli Karo, (ed), 
Metode penelitian agama : Sebuah Pengantar, 
Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989, hlm 2. 
Dalam Undang-Undang Tindak 
Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 
2010, dikatakan bahwa setiap orang 
yang berada di dalam atau di luar 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang turut serta melakukan 
percobaan, pembantuan, atau 
permufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana pencucian uang dipidana 
dengan pidana yang sama seperti 
dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, 
Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 
dikecualikan bagi pihak pelapor yang 
melaksanakan kewajiban pelaporan 
kepada Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK). 
Mengenai pengertian dan juga 
kriteria yang tergolong tindakpidana 
pencucian uang sudah diatur dalam 
Undang-undang No. 8 Tahun2010 
Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
PencucianUang yaitu termuat dalam 
Pasal 3, 4 dan 5,  
Dari rumusan pasal tersebut 
terlihat bahwa mengenai pengertian 
maupun kategori-kategori yang bisa 
tergolong dalam tindak pidana 
pencucian uang dari pembuat undang-
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undang memang sudah sedemikianrupa 
dibuat sebiasa mungkin untuk 
mengkomodir tindakan-tindakan dalam 
kategori tindak pidana pencucian uang, 
juga sangat membatasiruang gerak 
para pelaku yang akan melakukan 
pencucian uang dari hasiltindak pidana.  
Hal itu terlihat dalam sanksi pidana 
yang termuat dalamundang undang 
tersebut yang begitu besar dan 
membuat orang yang akanberpikir 
berkali-kali untuk melakukan tindak 
pidana pencucian uang.10 
Kemudian terlihat juga bahwa 
pemerintah memang sangat 
bersemangat untuk memerangi dan 
memberantas tindak pidana pencucian 
uang terlihat didalam Pasal 39 dan 
Pasal 40 Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian uang. 
Kemudian dalam Tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana pencucian 
uang memilikihubungan yang sangat 
erat dilihat dari Undang-undang Tindak 
Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 
                                                          
10 Bahar Nur Rahman, Pembuktian 
Terhadap Pelaku Pasif Atas HartaKekayaan 
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, 
Purwokerto : 2014, hlm 30 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yaitu : 
Pasal 2  
1). Setiap orang yang secara melawan 
hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang 
lain yang suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana 
dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan 
denda paling sedikit Rp. 
200.000.000.00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah).  
2). Dalam hal tindak pidana korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan dalam keadaan 
tertentu pidana mati dapat 
dijatuhkan. 
 
Pasal 3 
Setiap orang yang dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau 
kedudukan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian 
negara, dipidana dengan pidana 
penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan atau denda paling sedikit Rp. 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) 
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Tindak Pindana Pencucian Uang 
maupun Tindak Pidana Korupsi saling 
berhubungan erat dalam penangan 
perkaranya hal ini terlihat dari 
penjelasan pasal diatas bahwa 
keuntungan dalam sebuah tindak 
pidana korupsi kerap kali digunakan 
untuk kepentingan pribadi. Dengan 
seseorang melakukan suatu kejahatan 
pencucian uang suatu prosesuntuk 
menyembunyikan atau menyamarkan 
harta kekayaan yangdiperoleh dari hasil 
kejahatan untuk menghindari 
penuntutan dan ataupenyitaan dan 
juga seseorang itu melakukan tindak 
pidana korupsi, akan tetapi dalam 
penangan perkaranya berbeda, Tindak 
pidana pencucian uang dilakukan oleh 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan yangselanjutnya (PPATK) 
sedangkan untuk perkara tindak pidana 
korupsi ditangani oleh Komisi 
Pemberantas Korupsi (KPK). 
Setelah melalui proses 
persidangan, maka pada akhirnya 
majelishakim yang beranggotakan 
membacakan putusannya yang memuat 
hal-hal sebagai berikut :11 
 M E N G A D I L I  : 
1. Menyatakan terdakwa Inisial COB 
telah terbukti secarah sah 
                                                          
11Loc.cit hlm 216 
melakukan Tindak Pidana Korupsi 
secara bersama-sama dan Tindak 
Pidana Pencucian Uang 
sebagaimana dalam Dakwaan 
Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua. 
2. Menjatuhkan Inisial COB karena 
salahnya dengan Pidana Penjara 
selama 8 (delapan) tahun dan 
pidana denda sebesar Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) 
3. Menetapkan apabila pidana denda 
tersebut tidak dibayar, maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 3 
(tiga) bulan. 
4. Menghukum terdakwa Inisial COB 
untuk membayar uang pengganti 
sebesar Rp.3.760.170.883,36 (Tiga 
milyar tujuh ratus enam puluh juta 
seratus jutah puluh ribu delapan 
ratus delapan puluh tiga rupiah 
koma tiga puluh enam rupiah). 
Dengan ketentuan apabila terdakwa 
tidak membanyar uang penganti 
paling lama dalam waktu 1 (satu) 
bulan sesudah putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, maka harta bendanya 
dapat disita oleh jaksa dan dilelang 
untuk menutupi uang pengganti 
tersebut, dalam hal terpidana tidak 
mempunyai harta benda yang 
mencukupi maka dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) Tahun. 
5. Menetapkan agar masa penahanan 
yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangi seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan. 
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap 
ditahan. 
7. Memebankan pula kepada terdakwa 
untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5000,- (lima rubu 
rupiah 
Surat dakwaan adalah dasar 
atau landasan pemeriksaan perkara 
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didalam sidang pengadilan sedangkan 
surat tuntutan adalah surat yang berisi 
tuntutan dari jaksa penuntut umum 
terhadap suatu tindak pidana.Menurut 
penulis, surat dakwaan yang disusun 
oleh penuntut umum telahmemenuhi 
syarat formil dan materil surat dakwaan 
sebagaimana yangdimaksud dalam 
Pasal 143 ayat 2 KUHAP, yaitu harus 
memuat tanggal danditanda tangani 
oleh Penuntut Umum serta memuat 
identitas lengkapterdakwa, selain itu 
juga harus memuat uraian secara 
cermat, jelas danlengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutkanwaktu dan tempat tindak 
pidana dilakukan.  
Penyusunan surat dakwaan 
Penuntut Umum harus bersifat cermat 
atau diteliti terutama yang 
berkaitandengan penerapan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 
agartidak terjadi kekurangan atau 
kekeliruan yang mengakibatkan 
batalnyasurat dakwaan atau unsur 
dalam dakwaan tidak berhasil 
dibuktikan. 
Berdasarkan Perkara 
Putusan10/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bgl 
yang memutuskan untuk mengadili 
terdakwa Inisial CO terbukti secara sah 
meyakinkan bersalah melakukan secara 
bersama-sama tindak pidana 
korupsidan tindak pidana pencucian 
uang. 
Tindak pidana pencucian uang 
yang diatur dalam Pasal 3 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, 
berbunyi : “Setiap Orang yang 
menempatkan, mentransfer, 
mengalihkan,membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, 
menitipkan,membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkandengan 
mata uang atau surat berharga atau 
perbuatan lain atas Harta Kekayaan 
yang diketahuinya atau patutdiduganya 
merupakan hasil tindak pidana 
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) dengan 
tujuanmenyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul HartaKekayaan 
dipidana karena tindak pidana 
Pencucian Uangdengan pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dandenda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliarrupiah).”  
          Sesuai dengan keterangan dan 
fakta-fakta yang terungkap 
dipersidanganserta diperkuat dengan 
keterangan saksi-saksi, keterangan 
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terdakwa,Pendapat Ahli yaitu 
Muhammad Novian, Pegawai Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), alat bukti surat dan 
alat bukti lain berupa informasi 
yangdiucapkan, dikirimkan, diterima, 
dan semua itu dapat dipandang saling 
berhubungan satu sama lainmaka 
terdakwa memang sudah sepantasnya 
dinyatakan bersalahmelakukan tindak 
pidana korupsi sekaligus tindak pidana 
pencucian uang. 
Maka bagian ini delik atau unsur-
unsur tindak pidananya adalah sebagai 
berikut :  
1. Menempatkan, mentransferkan, 
mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, 
menitipkan, membawa 
keluarnegeri, mengubah bentuk, 
menukarkan dengan mata uang 
atausurat berharga atau perbuatan 
lain. 
2. Harta kekayaan yang diketahuinya 
atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana 
korupsi kedalam penyedia 
jasakeuangan atau dari suatu 
penyedia jasa keuangan ke 
penyedia jasa keuangan lainnya, 
baik atas nama sendiri maupun 
atasnama pihak lain. 
3. Dengan tujuan menyembunyikan 
atau menyamarkan asal usulharta 
kekayaan. 
Dari delik diatas terdakwa Inisial 
CO harus dihukum sesuai dengan Pasal 
3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan perbuatannya 
melebihi dari yang diancam, 
sebagaimana fakta-fakta 
yangterungkap dipersidangan. Hakim 
menjatuhkan hukuman terhadap Inisial 
COBkarena salahnya dengan Pidana 
Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 
pidana denda sebesar Rp. 
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).  
Dilihat dari kasus diatas, 
penanganan perkara di Kota Bengkulu 
oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu 
tersebut dapatlah dikatakan sudah 
cukup optimal atau efektif dan juga 
sudah sesuai dengan ketentuan yang 
dalam hal ini terlihat jelas dari tahapan-
tahapan penanganan perkara. Proses 
penanganan perkara tersebut sudah 
dilaksanakan mulai dari proses 
penelitian berkas perkara penyidikan 
dari penyidik kepolisian, berkas perkara 
dinyatakan lengkap, selanjutnya proses 
pelimpahan perkara ke Pengadilan 
Negeri Bengkulu , mendakwa, 
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penuntutan, putusan, sampai jaksa 
melaksanakan putusan Hakim. Proses 
penegakan hukum pidana perkara 
Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
berasal dari tindak pidana asal 
dilakukan melalui pendekatan 
penegakan hukum dengan 
menggunakan Undang-undang Tindak 
Pidana Pencucian Uang  Nomor 8 
Tahun 2010 sebagaimana dalam Pasal 
3 tersebut menjelaskan menjerat 
pelaku tindak pidana pencucian uang. 
Adapun yang menjadi dasar 
pertimbangan patut diduganya aset 
berasal dari hasil tindak pidana adalah 
apakah transaksi yang dilakukan sesuai 
profil, apakah seseorang tersebut 
melakukan transaksi sesuai 
kapasitasnya, dan apakah transaksi 
yang dilakukan terdapat underlying 
transaksinya.  
Selanjutnya, yang berwenang 
dalam Penyidikan dan Penuntutan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, 
terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung 
Republik Indonesia Nomor Per-
028/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman 
Penanganan Perkara Pidana Dengan 
Subjek Hukum Korporasi. Didalam 
peraturan Jaksa Agung Republik 
Indonesia Nomor Per-028/A/Ja/10/2014 
Tentang Pedoman Penanganan Perkara 
Pidana Dengan Subjek Hukum 
Korporasi, bagian Bab III Penyelidikan 
dan Penyidikan menjelaskan :  
1. Jaksa dapat melakukan Penyelidikan 
dan Penyidikan  terhadap korporasi 
yang diduga melakukan tindak 
pidana korupsi, tindak pidana 
pencucian uang dan tindak pidana 
lain berdasarkan Undang-undang. 
2. Penyelidikan dan penyidikan 
terhadap tindak pidana korupsi dan 
tindak pidana lain berdasarkan 
undang-undang terhadap korporasi 
dapat dilakukan secara bersama-
sama dengan subjek hukum 
perseorangan. 
3. Kedudukan korporasi sebagai 
tersangka dalam tindak pidana 
korupsi, tindak pidana pencucian 
uang dan tindak pidana lainnya 
berdasarkan undang-undang tidak 
meniadakan pertanggungjawaban 
pidana para pengurusnya. 
 
Kejaksaan Republik Indonesia 
adalah lembaga negara yang 
melaksanakan kekuasaan negara, 
khususnya di bidang penuntutan. 
Penuntutan merupakan tindakan Jaksa 
untuk melimpahkan perkara pidana ke 
pengadilan negeri yang berwenang 
dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang- undang dengan 
permintaan supaya diperiksa dan 
diputus oleh hakim di sidang 
Pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana 
yang akan dituntut adalah yang benar 
bersalah dan telah memenuhi unsur- 
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unsur tindak pidana yang disangkakan 
dengan didukung oleh barang bukti 
yang cukup dan didukung oleh 
mininimal 2 (dua) orang saksi.Bahwa 
selain dari melakukan penuntutan, 
melaksanakan penetapan hakim dan 
putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap 
(executive ambtenaar).  
Kejaksaan juga memiliki tugas 
dan wewenang dalam bidang pidana 
lainnya yakni melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, 
dan keputusan lepas bersyarat; 
melakukan penyelidikan terhadap 
tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang; melengkapi berkas 
perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan 
sebelum dilimpahkan ke pengadilan 
yang dalam pelaksanaannya 
dikoordinasikan dengan penyidik. 
 Kekuasaan yudikatif adalah 
kekuasaan untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan. Kekuasaan ini dalam 
negara Indonesia dipegang oleh 
Mahkamah Agung dan peradilan 
dibawahnya. Seperti yang tertuang 
dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 
dasar 1945 “kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan 
dibawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi”. 12 Dalam melaksanakan 
fungsinya kekuasaan ini merupakan 
kekuasaan yang merdeka. Artinya 
kekuasaan kehakiman harus terlepas 
atau terbebas dari pengaruh kekuasaan 
pemerintah. 
Peradilan menjadi tempat 
penyelesaian berbagai kasus dan 
memiliki peran yang sangat strategi 
dalam memutus apakah sebuah 
perkara akan meberikan keadilan atau 
tidak kepada para pencarinya. 
Kestrategisan lembaga ini tentu 
menjadi perhatian lebih sebab 
merupakan tempat yang rawan akan 
penyimpangan. Para penegak hukum 
dalam lembaga ini tentu benar-benar 
harus orang yang memiliki 
keprofesionalan dan integritas yang 
lebih.  
Pemberian Vonis Hakim terhadap 
terdakwa Inisial COB karena salahnya 
                                                          
12Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945. Surabaya : Pustaka Agung 
Harapan. Hal : 21 
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dengan Pidana Penjara selama 8 
(delapan) tahun dan pidana denda 
sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus 
juta rupiah) dan juga Menetapkan 
apabila pidana denda tersebut tidak 
dibayar, maka diganti dengan pidana 
kurungan selama 3 (tiga) 
bulan.penanganan perkara Tindak 
Pidana Pencucian Uang  di Pengadilan 
Negeri Kota Bengkulu sudah sesuai 
dengan isi yang dimuat dalam Pasal 3 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, akan tetapi penulis 
melihat penegakan hukum terhadap 
terdakwa tersebut secara keseluruhan 
belum optimal karena vonis yang 
diberikan hakim belum memberatkan 
pidana terhadap terdakwa, pada hal 
unsur-unsur perbuatan terdakwa sudah 
memenuhi isi yang dimuat dalam Pasal 
3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang.  
Seharusnya Hakim dalam 
memutus suatu perkara khususnya 
tindak pidana pencucian uang harus 
menjatuhkan putusan maksimal 
dikarenakan bahwa kejahatan tersebut 
merupakan kejahatan luar biasa yang 
bisa merusak sistem perekonomian 
negara. 
Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan  harus 
mencerminkan rasa keadilan dan 
dituntut untuk mempunyai keyakinan 
berdasarkan alat bukti yang sah dan 
berdasarkan keadilan yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan 
Undang-Undang yang mengatur dan 
menjadi dasar dari semua peraturan 
yang ada dalam Republik Indonesia.  
Seberat ataupun seringan 
apapun pidana yang dijatuhkan majelis 
hakimtidak akan menjadi masalah 
selama tidak melibihi batas maksimum 
dan minimum pemidanaan yang 
diancam oleh Pasal dalam undang-
Undang tersebut. Kemudian juga hakim 
harus mempertimbangkan dampak 
yang terjadi terhadap yang dilakukan 
oleh terdakwa, akan tetapi tidak 
mengenyampingkan prinsip keadilan 
bagi terdakwa.  
Namun kembali lagi bahwa 
putusan hakim yang harus dijatuhkan 
seadil-adilnya tersebut berdasarkan alat 
bukti yang sah dan keterangan saksi 
yang telah disumpah, yang kedua hal 
tersebut saling bersesuaian serta 
keyakinan hakim dalam memutuskan 
perkara. 
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- Hambatan Penegak Hukum Pidana 
Dalam Tindak Pidana Pencucian 
Uang yang terdapat dalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang 
-  
Tindak pidana pencucian uang 
merupakan suatu bentuk kejahatan 
yang dilakukan baik oleh seseorang 
dan/atau korporasi dengan sengaja  
menempatkan, mentransfer, 
mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan 
mata uang atau surat berharga atau 
perbuatan lain atas harta kekayaan 
yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak 
pidana dengan tujuan 
menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul harta kekayaan itu, termasuk 
juga yang menerima dan mengusainya. 
Dalam kasus Tindak Pidana 
Pencucian Uang terhadap terdakwa 
Inisial COB melakukan Tindak Pidana 
Pencucian Uang terhadap pekerjaan 
Pembangunan Pengendalian Banjir Air 
Bengkulu Kota Bengkulu, Menurut  
Muhammad Novian selaku Pegawai 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) bahwa terdakwa 
benar-benar melukan Tindak Pidana 
yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang dimana diperoleh dari tindak 
pidana asal. Sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan diancam dengan 
tindak pidana pencucian uang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
Jo pasal 6 Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, dan hasil tindak 
pidana atau harta kekayaan yang 
diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana 
Asal sesuai dengan ketentuan Pasal 2 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
Tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang 
memilikihubungan yang sangat erat. 
Hal tersebut secara jelas dapat dilihat 
dalamPasal 2 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 
TentangPencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Tindak pidana 
korupsimerupakan salah satu dari jenis 
tindak pidana asal tindak 
pidanapencucian uang. Tindak pidana 
asal (predicate crime) adalah tindak 
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pidanayang memicu dan menjadi 
sumber terjadinya tindak pidana 
pencucianuang penempatan tindak 
pidana korupsi sebagai tindak pidana 
asal(predicate crime) yang terdapat 
didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 
8 Tahun2010 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, merupakan pendapat 
dari pembentukan undang-undang 
yang memandang bahwa korupsi 
merupakan persoalan bangsayang 
paling mendesak dalam penangannya, 
dengan adanya unsur-unsur tindak 
pidana korupsi yang ditetapkandalam 
peraturan perundang-undangan, maka 
setiap tindakan seseorangatau 
korporasi yang melawan hukum atas 
suatu kejahatan makakepadanya 
dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.13 
Dalam konsep ini anti pencucian 
uang, pelaku dan hasil tindak pidana 
dapat diketahui melalui penelusuran 
untuk selanjutnya hasil tindak pidana 
tersebut dirampasuntuk negara atau 
dikembalikan kepada yang berhak. 
Apabila harta kekayaan hasil tindak 
                                                          
13Agus Muliadi, Tinjauan Yuridis Tindak 
Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari 
Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 
48/Pid.Sus/2013/Pn. Mks), Makasar : 2016, hlm 
58 
pidana yang dikuasai oleh pelaku atau 
organisasikejahatan dapat disita atau 
dirampas, dengan sendirinya dapat 
menurunkantingkat kriminalitas. Untuk 
itu upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindakpidana Pencucian 
Uang memerlukan landasan hukum 
yang kuat untukmenjamin kepastian 
hukum, efektivitas penegakan hukum 
serta penelusurandan pengembalian 
harta kekayaan hasil tindak pidana. 
Hasil Wawancara Penulis dengan 
salah satu Penuntut Umum dari 
Kejaksaan Tinggi Bengkulu Alman 
Noveri selaku Penutut Umum terhadap 
terdakwa Inisial COdengan perkara 
Tindak Pidana Pencucian Uang :14 
Untuk perkara Tindak Pidana Pencucian 
Uang semuanya sudah diatur didalam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, disana sudah sangat 
jelas isinya untuk menjerat para pelaku 
pencucian uang agar tidak melakukan 
kejahatan yang sama lagi. ”ujar Alman 
Noveri selaku Jaksa Penuntut umum” 
Selanjutnya, untuk hambatannya 
dalam perkara tindak pidana pencucian 
                                                          
14Alman Noveri, Jaksa Penuntut Umum, 
Hari Senin Tanggal 1 April 2019. Pukul 11.30 
Wib 
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uang yang dilakukan Inisial COB, 
dimana dalam Pembuktiannya proses 
perkara tersebut memakan waktu yang 
cukup lama dalam pemeriksaannya, 
seperti dalam pembuktian berkasnya 
dimana terdakwa dibantu oleh Direktur 
PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim 
untuk saling bekerja sama 
mengkaburkan hasil tindak pidana 
pencucian uangnya agar sulit diketahui 
penegak hukum. Kemudian kendala 
yang juga ditemui dari penuntut umum 
yaitu Kurangnya Saksi Ahli didalam 
perkara tindak pidana pencucian uang, 
karena itu memakan waktu yang cukup 
lama untuk membuktikan perkara 
tersebut didalam persidangan ”ujar 
Alman Noveri selaku Jaksa Penuntut 
Umum”15 
Sebenarnya mau dibilang efektif 
atau tidak efektif pemberian pidananya 
terhadap terdakwa Inisial CO itu 
kembali lagi dari ketentuan Hakim 
karena yang mempunyai hak dalam 
persidangan itu dan memberikan 
putusan seseorang terdakwa adalah 
hakim, akan tetapi dari penuntut umum 
sudah sesuai dan efektif dalam 
memberikan tuntutan pidana terhadap 
                                                          
15 Alman Noveri, Jaksa Penuntut Umum, 
Hari Senin Tanggal 1 April 2019. Pukul 11.30 
Wib 
perkara tindak pidana pencucian uang 
yang dilakukan Inisial CO karena 
semuanya sudah sangat jelas dalam 
pembuktiannya dan juga penuntut 
umum mengfokuskan dalam perkara 
tindak pidana pencucian uang yang 
dilakukan Inisial COuntuk 
mengfokuskan pengembalian uang 
Negara atas tindak pidana pencucian 
uang yang mengakibatkan kerugian 
Negara yang sangat besar”ujar Alman 
Noveri selaku Jaksa Penuntut Umum” 
Dari wanwancara dengan Jaksa 
Penuntut Umum yang menangani 
perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang terdakwa Inisial COB,dapat 
Penulis Simpulkan :16 
1. Masih Terbatasnya Saksi Ahli dalam 
perkara Tindak pidana Pencucian 
uang yang ada di Bengkulu, karena 
saksi ahli untuk Tindak Pidana 
Pencucian Uang biasanya langsung 
didatangkan dari Jakarta dan dari 
PPATK. 
2. Sering kali Pelaku Pencucian uang 
mengahlikan hasil dari kejahatannya 
dengan mengkaburkan nama aslinya 
dengan menggunakan nama orang 
lain untuk memperkaya dirinya, agar 
                                                          
16 Alman Noveri, Jaksa Penuntut Umum, 
Hari Senin Tanggal 1 April 2019. Pukul 11.30 
Wib 
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penegak hukum sulit untuk 
membuktikan kejahatannya. 
Menurut pendapat 
Widyopramono selaku Jaksa Agung 
Muda Pengawasan (Jamwas) pada 
Kejaksaan Agung (Kejagung)ada 3 
faktor penghambat dalam perkara 
tindak pidana pencucian uang di 
Indonesia : 17  Belum tercapainya 
kesamaan pemahaman aparat penegak 
hukum tentang tindak pidana pencucian 
uang, pesatnya kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi semakin 
mempersulit deteksi pencucian uang. 
ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan 
dalam mendukung rezim anti-pencucian 
uang. 
Dalam 3 faktor penghambat 
tersebut terdapat alasan-alasan 
didalamnya menjelaskan : Pertama 
Tanpa adanya kesamaan persepsi 
antara penyidik, penuntut umum dan 
hakim, maka penanganan perkara 
pencucian uang akan berakhir pada 
lepasnya pelaku dari jeratan pasal 
terkait TPPU itu sendiri. Kedua Dalam 
hal dunia perbankan dan lembaga 
keuangan lainnya, berbagai fasilitas 
                                                          
17 https://news.okezone.com/read/2016/0
1/25/337/1296816/tiga-faktor-penghambat-
pembuktian-pidana-pencucian-uang, Diakses 
melalui internet pada tanggal 18 April 2019, 
pukul 23.17 WIB 
layanan ditawarkan antara lain dengan 
internet banking, electronic fund 
transfer yang dapat secara membuat 
lalu lintas dana dapat dilakukan dalam 
waktu singkat melintasi batas Negara. 
Ketiga Jika pelaku TPPU berkolaborasi 
dengan pihak penyedia jasa keuangan 
dalam menyembunyikan harta hasil 
kejahatan, maka penyidik dan penuntut 
umum akan mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan alat bukti yang utuh. 
 
PENUTUP 
Penegakan Hukum menurut 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 
Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (UU TPPU), tindak 
pidana pencucian uang dapat 
diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, 
yaitu Pasal 3, 4 dan 5. Penegakan 
hukum terhadap pelaku tindak pidana 
pencucian uang sudah sesuai dengan 
peraturan yang belaku. Kasus dengan  
terdakwa Inisial COB telah terbukti 
secarah sah melakukan Tindak Pidana 
Korupsi secara bersama-sama dan 
Tindak Pidana Pencucian Uang 
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu 
Primair dan Dakwaan Kedua. Sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
diancam dengan tindak pidana 
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pencucian uang sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 Jo pasal 6 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang, dan hasil 
tindak pidana atau harta kekayaan 
yang diperoleh dari perbuatan Tindak 
Pidana Asal sesuai dengan ketentuan 
Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
Hambatannya dalam penegakan 
hukum perkara tindak pidana pencucian 
uang dimana Kurangnya Saksi Ahli 
didalam perkara tindak pidana 
pencucian uang, karena itu memakan 
waktu yang cukup lama untuk 
membuktikan perkara tersebut didalam 
persidangan Inisial COB, meliputi : 
- Masih Terbatasnya Saksi Ahli dalam 
perkara Tindak pidana Pencucian uang 
yang ada di Bengkulu, karena saksi ahli 
untuk Tindak Pidana Pencucian Uang 
biasanya langsung didatangkan dari 
Jakarta dan dari PPATK. 
- Sering kali Pelaku Pencucian uang 
mengahlikan hasil dari kejahatannya 
dengan mengkaburkan nama aslinya 
dengan menggunakan nama orang lain 
untuk memperkaya dirinya, agar 
penegak hukum sulit untuk 
membuktikan kejahatannya. 
-  
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